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Melawi

Dipastikan

Tanpa APBD
Perubahan
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MELAWI, SP - Tahun 2023 menyampaikan bahwa ses-  masih berpotensi ada defis- Sebelumnya, Ketua

ini Pemerintah Kabupaten
(Pemkab) Melawi dipastikan
tanpa Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Peru-
bahan (APBD-P). Pasalnya,
DPRD Melawi tak kunjung
mengesahan ~  rancangan
APBD-P 2023 hingga batas
akhir pembahasan.

Hal ini juga buntut dari
penolakan sejumlah Fraksi
DPRD Melawi atas Laporan
Pertangunggungjawaban
(LP) Pelaksanaan APBD
Melawi 2022.

Sekda Melaw1 Paulus

menerangkan, guna penye-

Menummya,'APBD Pe- dil

irubglun 2023 Kabupaten
Melawi sebenamya diper-

'lukan untuk menampung

'ﬁemblayaan Namun hal 1tu
: knnjang disahkan karena ti-
dak ada proses pembahasan
di DPRD hingga 30 Septem-
‘ber 2023. .

“Padahal semua proses
tahapan penyusunan peru-
bahan sudah disiapkan oleh
TAPD. Namun kita akhirnya
untuk melaksanakan penye-
suaian atau pergeseran pe-
merintah akan menetapkan
Peraturan Kepala Daerah
(Perkada),” ujar Paulus yang
juga menjabat Ketua Tim
TAPD.

Dikatakan Paulus, ke-
tika Pimpinan DPRD dan
TAPD berkonsultasi ter-
kait APBD' Perubahan ini
ke Pemerintah Provinsi, Pj
Gubernur Kalbar, Harrison

kanaturahyangherlaku

uai ketentuan peraturan pe-
rundang-undangan hingga
akhir September 2023 apa-
bila tidak disetujui bersama
antara Bupati dan Pimpinan
DPRD terhadap rancangan
Perubahan APBD 2023 ma-

‘ka tidak diatur perpanjan-

gan pembahasan perubahan
APBD..

“Arahan beliau, sesuai
PP 12/2019, Permendagri
77/2020 dan Permendagri

84/2022 Pemerintah Kabu-
paten Melawi dapat melaku-

kan pergeseran anggaran
yang dapat men_yebabkan

Dijelaskan, Paulus, ]lka
harus mengeluarkan Per-
kada hanya membolehkan
pergeseran belanja yang sifa-
tnya darurat dan mendesak.

- “Boléh jika masuk kate-
gori mendesak atau darurat,

‘tetapi harus dipertimbang-

kan waktu pelaksanaannya,”
ujarnya.

Paulus sendiri men-
yayangkan tidak ada peru-
bahan APBD sehingga ber-
dampak tidak semua kegia-
tan bisa dilaksanakan.

“Tidak boleh ada defisit
dalam tahun berjalan jika
tidak ada Perubahan APBD

sedangkan APBD Melawi

it sehingga untuk mengh-
indari adanya defisit maka
harus ada rasionalisasi” ka-
tanya. :

~ pihaknya sudah menjalin

komunikasi melalui ra-
pat-rapat konsultasi dengan
DPRD, agar APBD-P 2023
bisa berjalan, namun hingga

Badan Pengelolaan Keuan-
gan dan Aset Daerah (BP-
KAD) Melawi, Abang Mang-
kota menyebut, sebelumnya

batas pengesahan APBD-
P 30 September lalu tidak
mendapatkan kesepakatan
persetujuan dari DPRD.

“Ini konsekuensi  yang

harus kita terima, kalau me-
mang harus terbit Perkada.
Ini langkah-langkah norma-
tifyang harus dilakukan oleh

Pemkab,” katanya. (eko)
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